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ABSTRAK 
 
THERESIA FARADILA RAFAEL NONG (B111 09 029) dalam Pemenuhan 
Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan International Covenant on 
Economic Social and Cultural Rights. dibawah bimbingan Ibu Alma 
Manuputty dan Ibu Iin Karita Sakharina. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan 
mengungkapakan (1) Kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak atas 
pendidikan dasar berdasarkan International Covenant on Economic Social and 
Cultural Rights dan (2) Implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan 
dasar di kota Makasssar berdasarkan International Covenant on Economic 
Social and Cultural Rights. 
 
Penulis melakukan penelitian pada 9 sekolah di Kota Makassar, yang 
terdiri dari SD Inpres Tamamaung I, SDN Matoangin I, SDN Mangkura III, 
SDN Sipala I, SDN Lariangbangi I, SD Teratai II, SMP Dharma Yadi, SMP 
Kartika XX-3, dan SMP Negeri 10 Makassar dengan menyebarkan kuisioner 
dengan teknik pengambilan sampel non proportional stratified random 
sampling terhadap siswa-siswi di 9 sekolah tersebut, serta pengumpulan data 
yang terdiri dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan-peraturan 
perundang-undangan sebagai data sekunder. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) negara yang diwakili 
pemerintah sebagai pihak pertama yang bertanggungjawab dalam 
penyelenggaraan negara, memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak anak 
atas pendidikan dasar. Kewajiban tersebut terdiri atas obligation of conduct 
dan obligation of result (2) Pelaksanaan pendidikan dasar yang seharusnya 
bersisifat wajib dan cuma-cuma di Kota Makassar masih kurang berhasil. 
Masih adanya pungutan-pungutan yang dibebankan kepada para siswa, serta 
sarana dan prasarana yang tidak lengkap menyebabkan kurang efektifnya 
pelaksanaan pendidikan dasar di Kota Makassar, sehingga berdampak pada 
pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pendidikan dasar merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang 
dalam memperoleh peningkatan dan kemajuan baik dibidang pengetahuan, 
kecakapan, maupun sikap dan moral. Hak atas pendidikan dasar tidak 
terlepas dari keberadaan anak sebagai aset bangsa. Pendidikan dasar dan 
anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam 
memajukan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan 
penghormatan terhadap hak anak atas pendidikan dasar menjadi hal yang 
sangat penting. 
Penegasan mengenai hak anak atas pendidikan dasar  tertuang dalam 
Universal Declaration of Human Rights1 atau deklarasi umum hak asasi 
manusia, yaitu Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan : 
“Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in 
the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be 
compulsory. Technical and professional education shall be made generally 
available and higher education shall be equally accessible to all on the 
basis of merit”  (Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan 
harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan rendah dan 
tingkatan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan dalam 
tingkat dasar dan pendidikan kekhususan harus terbuka bagi semua 
orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara yang 
sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan). 
 
berdasarkan pasal tersebut, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa 
pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya dalam tingkatan rendah dan 
                                                             
1
 Universal Declaration of Human Rights yang disingkat UDHR merupakan pernyataan umum  
tentang hak-hak asasi manusia yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 
1948. Pernyataan ini terdiri dari 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum 
PBB tentang jaminan HAM kepada semua orang. 
tingkatan dasar. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Hal ini memberikan 
pengertian bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar harus dapat dinikmati 
oleh setiap anak tanpa adanya diskriminasi serta dapat diakses secara cuma-
cuma oleh setiap golongan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat miskin. 
Hak atas pendidikan dasar diatas, dikuatkan oleh masyarakat 
internasional dalam salah satu instrumen hukum hak asasi manusia yang 
secara khusus mengatur tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu 
dalam Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan 
Budaya (International Covenant on Economic Social and Cultural Right)2, yang 
menyebutkan: 
1. The states parties to the present covenant recognize the right of   
everyone to education. They agree that education shall be directed to the 
full development of the human personality and the sense of its dignity, and 
shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. 
They further agree that education shall enable all persons to participate 
effectively in a free society, promote understanding, tolerance and 
friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and 
further the activities of the United Nations for the maintenance of peace 
(Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas 
pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada 
perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga 
dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan 
manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan 
harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif 
dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, 
toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, 
ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian). 
2. The states parties to the present covenant recognize that, with a view to 
achieving the full realization of this right (Negara pihak dalam kovenan ini 
mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh) : 
a. Primary education shall be compulsory and available free to all 
(Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma 
bagi semua orang). 
                                                             
2
 International Covenant on Economic Social and Cultural Rights atau Kovenan Internasional 
tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang selanjutnya akan disingkat ICESCR, 
disahkan pada 3 Januari 1976. Kovenan ini terdiri dari 5 Bagian dan 31 Pasal. 
 Merujuk pada Pasal 13 ayat (2) huruf a ICESCR, setiap negara memiliki 
kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan dasar bagi setiap anak tanpa 
terkecuali. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan dasar harus bersifat wajib 
dan cuma-cuma. Oleh karena itu, pendidikan dasar yang merupakan salah 
satu proses dalam jenjang pendidikan formal menjadi hak yang harus 
diupayakan oleh setiap negara peserta kovenan dalam pemenuhannya, 
sehingga setiap anak dapat menikmati pendidikan dasar yang wajib dan 
cuma-cuma.  
Hakikat dari hak atas pendidikan ditegaskan dalam kovenan ini yaitu 
pendidikan menjadi hak yang paling mendasar sebagai basis terpenuhinya 
hak-hak EKOSOB yang dijamin melalui ICESCR. Oleh karena itu, ICESCR 
sebagai instrumen internasional yang didalamnya terkandung hak asasi 
manusia tidak terkecuali hak atas pendidikan dasar, memberi semangat baru 
dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dasar bagi anak.3  
Aspek substansi pendidikan dan pengaturan penyelenggaraan 
pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13 dan 14 ICESCR bagi 
negara peserta kovenan untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap 
anak.4 Ketersediaan lembaga, aksesibilitas, akseptabilitas, dan adaptabilitas 
merupakan indikator yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap 
untuk dicapai dan ditingkatkan pemenuhannya dalam bidang pendidikan.5  
                                                             
3
 Katarina Tomasevski, dalam Asborjn Eide, Economic Social and Cultural Rights, Boston, 
Martinus Nijohoff Publisher, 1995, hal.390. 
4
 Martha Fineman,Karen Warthington, What Is Right of The Children, USA, Ashgate 
Publishing  Company, 2009, hal.211. 
5
  General Comments No 13 Tahun 2009. 
Pada intinya pelaksanaan dan pencapaian hasil dari ICESCR menurut 
Committee on economic social and cultural rights, kewajiban negara harus 
dipahami dan dilaksanakan secara komprehensip baik untuk memenuhi, 
melindungi, maupun menghormati hak atas pendidikan dasar secara 
maksimal berdasarkan sumber daya yang ada. Ketersediaan sumber daya 
atau kekurangan sumber daya bukanlah merupakan alasan untuk tidak 
melaksanakannya.6  
Secara khusus, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi 
ICESCR juga terikat untuk melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak 
anak atas pendidikan dasar.7 Sikap Indonesia dalam pemenuhan hak anak 
atas pendidikan dasar, dapat dilihat dari keberadaan UUD NRI Tahun 1945 
yang memuat ketentuan tentang penghormatan hak atas pendidikan. Salah 
satu tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam bagian pembukaan 
alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Hal ini berarti negara memiliki kewajiban atas penyelenggaraan sistem 
pendidikan nasional yang menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan 
peningkatan mutu yang terarah, terencana dan berkesinambungan.  
Hak atas pendidikan dasar juga tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap orang berhak atas pengajaran.” Hal 
ini semakin mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi 
                                                             
6
 United Nations, “Frequently Asked Questions on Human Rights-Based Approach to 
Development Cooperation”, New York and Geneva, 2006. 
7
 ICESCR merupakan salah satu instrumen Internasional utama mengenai HAM yang 
diratifikasi oleh Indonesia pada 30 September 2005. Pada tanggal 28 Oktober 2005, 
Pemerintah Indonesia mengesahkan ICESCR melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang 
Pengesahan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan budaya).  
prasyarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi 
anak untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah maupun 
pendidikan tinggi.8 Tindak lanjut dari UUD NRI Tahun 1945 tersebut, 
diundangkan didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, dimana pada bagian Konsideran butir (a) : 
“bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Negara Indonesia dan seluruh  
tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa”. 
 
Hal ini kemudian dijabarkan melalui tujuan pendidikan nasional, baik yang 
tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU No 20 Tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Keberadaan dari tujuan pendidikan nasional9, yang terpenting adalah 
bagaimana pemerintah pusat maupun daerah menyikapi dengan berbagai 
program dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, sehingga masyarakat 
dapat merasakannya tanpa adanya diskriminasi diantara sesama anggota 
masyarakat. Dalam Pasal 34 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, yang berbunyi: 
“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib  
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” 
 
                                                             
8
  Soedijarto, Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita, Kompas, Jakarta, 2008, hal.71. 
9
 Tujuan pendidikan nasional dalam penjabaran UUD NRI Tahun 1945 tentang pendidikan 
dituangkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Dalam Pasal 3 disebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab”. 
Sejalan dengan bunyi pasal tersebut, Pemerintah Indonesia 
menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun10 sebagai salah 
satu program yang pro rakyat dalam mewujudkan amanat yang tertuang 
dalam UDHR, ICESCR, maupun UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu dalam 
pelaksanaannya, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat 
mengenyam pendidikan dasar bersifat wajib dan cuma-cuma yang berkualitas. 
Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu hak 
anak yang harus dilindungi pemenuhannya, Pemerintah Indonesia 
menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan,11 yaitu: 
1. Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh 
pendidikan, baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan 
luar sekolah. 
2. Relevansi atau keterkaitan (link and match) antara pendidikan dengan 
kebutuhan kemajuan pembangunan disegala bidang kehidupan. 
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya peningkatan 
kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan dengan kebutuhan 
kemajuan pembangunan. 
4. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan 
pendidikan dasar harus menjadi pilar utama, karena melalui pendidikan 
dasar yang baik dan berkualitas, dapat diharapkan akan menghasilkan 
                                                             
10
 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dilaksanakan pada 2 Mei 1994, melalui 
Inpres No 1 Tahun 1994, sebagai perubahan dari program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 
Tahun. Program pendidikan dasar 9 tahun, mencakup pendidikan Sekolah Dasar (SD) selama 
6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 Tahun. 
11
 Mohammad Ali, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional, Grasindo, Jakarta, 2009, hal.18. 
sumber daya manusia (SDM) yang nantinya berperan pada berbagai 
bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.  
Empat strategi dasar pembangunan dibidang pendidikan merupakan upaya 
dalam memenuhi hak anak atas pendidikan dasar. Oleh karena itu, dalam 
pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi 
sebagai pihak yang mewakili negara dalam melaksanakan kewajiban-
kewajiban dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara atas 
pendidikan.12  
Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-
cuma, juga tidak lepas dari kebijakan yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan 
yang terletak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Salah satu kebijakan yang saat ini telah menjadi program berjalan di Sulawesi 
Selatan adalah program pendidikan gratis sebagai salah satu upaya yang 
diamanatkan oleh ICESCR dalam Pasal 13 ayat (2) yakni pendidikan dasar  
yang wajib dan cuma-cuma. Pelaksanaan pendidikan dasar yang wajib dan 
cuma-cuma juga dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai 
ibukota Sulawesi Selatan.  
Sasaran penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-
cuma di Kota Makassar meliputi semua sekolah pada jenjang pendidikan 
dasar, baik sekolah negeri maupun swasta. Dalam pelaksanaannya, sekolah-
sekolah negeri di Kota Makassar telah melaksanakan pendidikan gratis, 
sebaliknya, beberapa sekolah swasta belum menyelenggarakan pendidikan 
yang bebas biaya, namun tidak sedikit pula sekolah swasta yang telah 
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menyelenggarakannya. Hal ini tentu menjadi salah satu kendala dalam 
pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar.13  
Belum meratanya akses terhadap pendidikan dasar sebagai salah satu 
Indikator yang terdapat dalam General Comments No 13 Tahun 1999, dimana 
mengharuskan lembaga pendidikan yaitu sekolah dapat diakses oleh setiap 
anak, tanpa adanya kesulitan. Faktor ekonomi orang tua siswa menjadi salah 
satu hal yang seringkali menjadi penghambat bagi siswa yang kurang mampu 
dari segi ekonomi untuk dapat mengakses pendidikan. Seringkali dalam 
proses penerimaan siswa baru, kemampuan ekonomi orang tua siswa menjadi 
bahan pertimbangan untuk dapat diterima di sebuah sekolah.  
Masalah lain yang juga ikut menghiasi dunia pendidikan yaitu 
meningkatnya gejala privatisasi pendidikan dan aspirasi atas pendidikan yang 
berkualitas, berdampak pada peningkatan kecenderungan dalam masyarakat 
untuk mendirikan sekolah yang mahal dan menjanjikan mutu. Terbukti 
sekolah-sekolah swasta semakin meningkat jumlahnya.14 Kenyataan ini 
membuat hanya segelintir kalangan masyarakat yang mampu menjangkau 
dan menikmati pendidikan yang mahal tersebut. Selain itu, persoalan jumlah 
dan mutu sarana dan prasarana pendidikan, serta jumlah sekolah yang layak 
untuk proses belajar mengajar juga menjadi kendala dalam pelaksanaan 
pendidikan dasar. Pada akhirnya, beberapa kendala yang terjadi dalam 
pelaksanaan pendidikan dasar di Kota Makassar berdampak pada 
pemenuhan hak atas pendidikan dasar sebagai bagian dari hak ekonomi, 
sosial dan budaya. 
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 Sudah saatnya negara yang diwakili pemerintah melindungi hak anak 
atas pendidikan dasar. Perlindungan tersebut dilakukan baik secara vertikal 
maupun horizontal. Pengertian vertikal yaitu melindungi individu atau 
kelompok dari campur tangan yang tidak adil dari pihak pemerintah, 
sedangkan horizontal mengacu pada hubungan diantara sesama warga 
negara.15 Kondisi faktual dalam pelaksanaan pendidikan dasar di Kota 
Makassar menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan melalui berbagai 
program. Sehingga penyelenggaraan pendidikan dasar dalam rangka 
memenuhi hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma dapat 
terpenuhi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 
 
A. Rumusan Masalah  
Memperhatikan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka 
dapatlah dirumuskan masalahnya, sebagai berikut : 
1. Bagaimana kewajiban negara terhadap pemenuhan hak anak atas  
pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma di Kota Makassar 
berdasarkan International Covenant on Economic Social and Cultural 
Rights? 
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan 
dasar di Kota Makassar berdasarkan International Covenant on 
Economic Social and Cultural Rights? 
 
B. Tujuan Penelitian 
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Tujuan Penelitian yang ingin dicapai, adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui kewajiban negara dalam memberikan  pendidikan 
dasar yang wajib dan cuma-cuma bagi anak di Kota Makassar 
berdasarkan International Covenant on Economic Social and Cultural 
Rights. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak atas 
pendidikan dasar di Kota Makassar berdasarkan International 
Covenant on Economic Social and Cultural Rights.  
Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai, adalah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 
masukan atau kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, 
khususnya yang terkait dengan program pendidikan dasar yang 
merupakan salah satu hak dasar bagi anak. 
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan bagi pemerintahan di Sulawesi Selatan khususnya di Kota 
Makassar guna penyelenggaraan dan penataan program pendidikan 
dasar bagi kepentingan setiap anak di Kota Makassar. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perspektif Pendidikan 
Anggapan dan keyakinan terhadap pendidikan sebagai suatu proses 
untuk menjadi terkemuka, semakin memantapkan dan memperkokoh arti 
pendidikan dalam menciptakan peningkatan kualitas peserta didik atau yang 
lebih dikenal dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama 
dalam memasuki era globalisasi. Tidaklah berlebihan apabila negara sebagai 
pihak yang betanggungjawab dalam menyediakan pendidikan, 
menggantungkan harapan pada sektor pendidikan dalam rangka 
mengembangkan dan mengoptimalkan potensi setiap individu sehingga dapat 
berkembang secara maksimal. 
Pendidikan dalam arti umum merupakan suatu bentuk pembelajaran 
dimana pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan dari sekelompok orang 
yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui 
pengajaran, pelatihan, penelitian atau hanya melalui otodidak. Umumnya itu 
terjadi melalui pengalaman yang memiliki efek normatif pada cara orang 
berpikir, merasa atau bertindak.16 Hal ini berarti, pendidikan menjadi sarana 
bagi setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta 
kebiasaan. Proses tersebut tidaklah berlangsung dengan sendirinya, tapi 
melalui suatu bentuk pengajaran ataupun pelatihan. Proses tersebut yang 
dinamakan dengan sekolah, baik itu jalur formal maupun nonformal. 
Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan 
generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan 
hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih 
dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu 
bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara 
individu-individu.17 Dengan demikian, pendidikan benar-benar menjadi 
kebutuhan yang tidak hanya dibutuhkan oleh satu individu ataupun kelompok 
saja, tetapi menjadi kebutuhan setiap orang dalam hal membangun dan 
mengembangkan moral dan kehidupan setiap individu dalam suatu bangsa 
atau negara.  
Pendidikan dapat dikatakan sebagai latihan fisik, mental dan moral bagi 
individu-individu dalam menciptakan suatu bangsa yang berbudaya. 
Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang 
diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat 
membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 
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Pengaruh itu datangnya dari dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh 
orang dewasa, seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan ditujukan 
kepada orang yang belum dewasa.18 
Pendapat Langeveld ini, memberikan pemahaman bahwa pendidikan 
benar-benar menjadi hak dasar yang tidak dapat dikesampingkan terutama 
bagi anak, tanpa terkecuali. Pendidikan menjadi media bagi setiap anak dalam 
mengembangkan kedewasaannya. Kedewasaan disini tidak hanya dilihat dari 
segi umur anak tersebut, tapi dari kemampuan anak mengemban dan 
memangku hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 
dalam hal ini, tentang implementasi dari terpenuhinya hak yang berkaitan 
dengan pendidikan bagi anak, tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang 
tujuannya untuk melengkapi kegiatan belajar mengajar yang menjadi salah 
satu dari aktivitas pendidikan itu sendiri. 
Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Beliau 
menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya 
anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan 
kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan 
sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan 
kebahagiaan setinggi-tingginya.19 
Berdasarkan pendapat Langeveld dan Ki Hajar Dewantara, secara 
garis besar keduanya memiliki kesamaan dalam mendefinisikan pendidikan. 
Pendidikan dijadikan patokan dasar dalam mencapai kemaslahatan hidup. 
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Adapun dalam hal ini, baik Langeveld dan Ki Hajar Dewantara sama-sama 
berargumen bahwa pendidikan menjadi tuntutan dan kebutuhan setiap orang 
tanpa ada diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban dalam 
mengimplementasikan hak atas pendidikan dengan melakukan berbagai 
upaya dan kebijakan untuk mencapai hal tersebut. 
Pendidikan menurut Redja Mudyahardjo adalah suatu proses atau 
kegiatan yang diarahkan untuk mengubah perilaku manusia (human 
behavior), berupa setiap tanggapan atau perbuatan seseorang.20 Redja 
Mudyahardjo mengemukakan bahwa istilah pendidikan (education) berkaitan 
dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu 
masyarakat, terutama membawa generasi muda kearah peran-peran baru 
bagi penunaian kewajiban dan tanggungjawabnya di masyarakat.  
Pendidikan merupakan aktivitas atau proses sosial yang esensial yang 
memungkinkan generasi muda hidup eksis dalam kompleksitas sosial, 
moderniasi ekonomi, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. 
Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan proses belajar, baik 
melalui jalur pendidikan formal maupun informal, sehingga transformasi ilmu 
pengetahuan akan terus berjalan.21 
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar 
untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 
atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Melalui pendidikan 
yang baik dan berkualitas, akan menghasilkan generasi penerus yang 
berkualitas pula bagi perkembangan bangsa dimasa kini dan masa akan 
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datang. Hampir sama dengan definisi diatas, Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 
Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 
negara.  
Pendidikan sesungguhnya dapat dikatakan sebagai wujud kebijakan  
yang baik untuk rakyat, melihat kondisi negara kita dimana tidak semua orang 
dapat mengenyam bangku pendidikan. Oleh karena itu, negara melalui 
pemerintah ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 
berbagai program yang berhubungan dengan pendidikan. Salah satu program 
yang dicanangkan pemerintah sebagai wujud dari kebijakan yang pro rakyat 
yang dilaksanakan oleh pemerintah yakni pendidikan dasar yang wajib dan 
cuma-cuma.  
Definisi-definisi diatas menggiring penulis pada beberapa kesimpulan. 
Pertama, pendidikan adalah proses kemanusiaan dan pemanusiaan setiap 
orang yang dilakukan dalam suatu bentuk pengajaran dan pelatihan. Kedua, 
pendidikan adalah proses sosial yang dibangun untuk menggali dan 
mengembangkan potensi dasar manusia agar menjadi insan beradab. Ketiga, 
pendidikan adalah proses manusiawi yang dilakukan oleh setiap orang untuk 
menumbuhkan kedewasaan dengan menunjukkan potensi yang ada dan yang 
sesuai. Keempat, aktivitas-aktivitas pendidikan yang mencakup proses 
merealisasikan pengetahuan yang terjadi pada sistem kelembagaan 
pendidikan dalam hal ini sekolah maupun pada proses sosial pada umumnya. 
 
B. Perspektif Pendidikan Dasar 
Pendidikan dasar terdiri dari dua kata yaitu “pendidikan” dan ”dasar”. 
Diketahui sangat banyak definisi pendidikan. Menurut pengertian Yunani 
pendidikan adalah “pedagogik” yaitu ilmu menuntun anak. Bangsa Romawi 
melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, 
tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan didunia. 22 
Pendidikan dasar berarti proses pengubahan sikap dan tata laku 
seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 
melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses pembuatan pada level 
dasar. Penulis berpendapat bahwa pendidikan dasar dibuat sebagai pondasi 
untuk melangkah pada pendidikan menengah kemudian pendidikan tinggi.23 
Pendidikan dasar menurut M. Nasrudin adalah pendidikan umum yang 
lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun disekolah 
dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama atau satuan pendidikan 
yang sederajat, dengan tujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar 
kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, 
anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia.24 Pada 
dasarnya rumusan pendidikan dasar adalah bagaimana meletakkan dasar 
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pendidikan itu sendiri. Hal ini karena dasar pendidikan menengah atau 
pendidikan tingkat tinggi adalah pendidikan dasar. Dalam hal ini, pendidikan 
dasar menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap anak untuk dapat melakukan 
perubahan sikap dan tata kelakuan dengan cara berlatih dan belajar sesuai 
dengan proses yang terjadi didalam ataupun diluar sekolah.  
Dalam UU No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa Pendidikan Dasar 
merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan dasar dijadikan sebagai langkah 
awal seorang anak dalam memulai proses pembelajaran di sekolah, sebagai 
salah satu hak dasarnya. Penulis berpendapat bahwa pendidikan dasar 
merupakan pondasi awal pendidikan anak. Jika pondasi tidak kokoh, maka 
cepat runtuh dan ambruk hanya diterpa guncangan sedikit saja. 
Sistem pendidikan dasar di Indonesia, mewajibkan setiap warga negara 
berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar 
atau sederajat selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau sederajat 
selama 3 tahun. Sedangkan usia  7-12 tahun diwajibkan mengikuti jenjang 
Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah dasar diselenggarakan oleh 
pemerintah maupun swasta. Sekolah dasar (Elementary School) adalah 
jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar 
ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saat ini 
murid kelas 6 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang memengaruhi 
kelulusan siswa. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke 
sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama (junior high school) 
adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah 
lulus sekolah dasar atau sederajat. Sekolah menengah pertama ditempuh 
dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Pada tahun ajaran 
1994 hingga 2004, sekolah ini pernah disebut Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama (SLTP).25 
Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan 
Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di 
Indonesia yang sebelumnya berada dibawah Kementerian Pendidikan 
Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota,  
sedangkan Kementeriaan Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai 
regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri merupakan unit 
pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.26 
Pelaksanaan pendidikan dasar di Indonesia, tidak dapat dipungkiri 
masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, pengembangan dan 
pembaharuan pendidikan dasar di Indonesia, dapat  dilakukan dengan cara 
mengetahui perbandingan sistem pendidikan  dibeberapa negara, dalam hal 
ini sistem pendidikan dasar yang dilaksanakan di negara-negara lain. Hal ini 
bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari masing-masing 
sistem yang dilakukan dalam suatu negara tersebut. Oleh karena itu, penulis 
mencoba membandingkan sistem pendidikan dasar di Indonesia dengan tiga 
negara, yaitu Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.  
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Pendidikan dasar atau yang lebih dikenal di Jepang dengan sebutan 
wajib sekolah, berlaku bagi anak usia 6 sampai 15 tahun, tetapi kebanyakan 
anak bersekolah lebih lama dari yang diwajibkan. Tiap anak bersekolah di SD 
pada usia 6 tahun hingga 12 tahun, lalu SMP hingga usia 15 tahun. 
Pendidikan wajib ini bersifat cuma-cuma bagi semua anak, khususnya biaya 
sekolah dan buku. Untuk alat-alat pelajaran, kegiatan di luar sekolah, piknik 
dan makan siang di sekolah, setiap siswa perlu membayar sendiri. Namun 
bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu mendapatkan bantuan 
khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, ada juga bantuan 
untuk kebutuhan belajar, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Seorang anak 
yang telah tamat SD diwajibkan meneruskan pendidikannya ke jenjang SMP. 
Dengan demikian, sekolah wajib ditempuh selama 9 (sembilan) tahun. 6 
(enam) tahun di SD dan 3 (tiga) tahun di SMP.27 
Sistem pendidikan dasar yang juga dapat menjadi perbandingan di 
Indonesia adalah di Inggris. Inggris dikenal dengan sistem pendidikannya 
yang tinggi, selain itu sistem pendidikan di Inggris juga telah banyak 
mempengaruhi banyak negara. Pendidikan wajib di Inggris dimulai dari usia 5 
tahun dengan sekolah dasar. Siswa naik dari kelas 1 sampai 6 tanpa ujian, 
meskipun kemampuan mereka diuji di usia 7 tahun. Penekanan ada pada 
belajar secara praktikal dibandingkan menghafal. Siswa belajar mata 
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pelajaran inti seperti Inggris, matematika dan sains, juga pelajaran dasar 
seperti sejarah, geografi, musik, seni dan olahraga.28 
Amerika Serikat merupakan negara yang juga tidak kalah maju sistem 
pendidikannya. Di Indonesia kita mengenal wajib belajar SD dan SMP. Di 
Amerika Serikat kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga 
sudah lama diberlakukan. Wajib belajar di AS dimulai dari SD sampai SMA. 
Dalam  pelaksanaan wajib belajar, pemerintah menggratiskan biaya sekolah 
sejak TK sampai SMA untuk sekolah-sekolah negeri. Sedangkan untuk 
sekolah swasta, pemerintahan pusat sampai lokal tidak memberikan anggaran 
apapun, dan sebaliknya sekolah itupun tidak diwajibkan mengikuti seluruh 
kebijakan pemerintah dibidang pendidikan.29 
Pendidikan dasar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 
pendidikan di Indonesia, sudah sepatutnya mendapat perhatian dari 
pemerintah dalam pelaksanaannya. Sifat wajib dan cuma-cuma sebagaimana 
yang diamanatkan oleh ICESCR yang telah diatifikasi Indonesia, menjadi 
acuan untuk mengimplementasikan dengan berbagai program sehingga tidak 
hanya menjadi wacana saja, namun sebaliknya dapat dilaksanakan, sehingga 
setiap anak dapat merasakan manfaatnya secara nyata.  
Merujuk pada sistem perbandingan pendidikan dasar di negara-negara 
lain sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Indonesia dapat melihat 
kelebihan-kelebihan dari sistem pendidikan di negara-negara tersebut, selain 
itu Indonesia dapat  menjalin kerja sama dalam mengembangkan sistem 
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pendidikan masing-masing serta dapat saling membantu dalam memecahkan 
masalah atau kendala yang di hadapi masing-masing bangsa yang 
bersangkutan. 
   
C. Landasan Hukum Pendidikan Dasar 
C.1. Universal Declaration of Human Rights 
Hak anak untuk mendapatkan pendidikan sebagai suatu bagian dari 
hak asasi manusia ini dapat dilihat dalam Universal Declaration Of Human 
Rights atau UDHR yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu dalam 
Pasal 26:  
“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus 
dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah 
rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. 
Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi 
semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan 
cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. 
 
UDHR menegaskan arti penting dari substansi pendidikan itu sendiri yaitu 
pendidikan membantu anak untuk mengenali dirinya sendiri, bakat serta 
kemampuannya dalam interaksi sosial dimana pun mereka berada.30 
Sejalan dengan subtansi pendidikan itu sendiri, dalam Pasal 26 UDHR, 
pendidikan dasar yang merupakan jenjang awal dalam pelaksanaan 
pendidikan harus dapat dinikmati dengan wajib dan cuma-cuma, oleh setiap 
anak tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, dalam upaya pemenuhan 
hak anak atas pendidikan dasar, negara sebagai penyelenggara pendidikan 
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wajib melaksanakan kewajiban internasional dalam pemenuhan hak anak atas 
pendidikan dasar secara maksimal berdasarkan sumber daya yang ada. 
Pada dasarnya, negara wajib untuk menyediakan pendidikan bebas 
biaya, setidaknya pada tingkat dasar. Nowak menyimpulkan bahwa terdapat 
empat tujuan dasar pendidikan yang telah disepakati secara universal: (1) 
memungkinkan umat manusia secara bebas mengembangkan kepribadian 
dan martabatnya, (2) memungkinkan umat manusia berpartisipasi secara aktif 
dalam masyarakat yang bebas dalam semangat saling bertoleransi dan 
penghormatan pada peradaban, kebudayaan, dan agama lain, (3) untuk 
mengembangkan penghormatan kepada orang tua, nilai kebangsaan dan 
lingkungan alam, (4) mengembangkan penghormatan pada hak asasi 
manusia, kebebasan dasar dan pemeliharaan perdamaian.31 
Dengan demikian, hak anak atas pendidikan dasar merupakan bagian 
dari hak asasi manusia yang fundamental sehingga keberadaannya tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan manfaat dan arti penting 
pendidikan bagi anak dalam korelasinya sebagai mahkluk individu dan sosial.  
 
C.2. International Covenant on Economic Social and Cultural Rights 
International Covenant On Economic Social and Cultural Rights atau 
dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Kovenan Internasional tentang 
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah suatu instrumen hukum 
Internasional yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia 
dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak dan kebebasan yang 
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tercantum dalam ICESCR merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat 
dibagian akhir UDHR.32  
Dalam ICESCR khususnya dalam Pasal 13 dan 14 tercantum hak-hak 
dibidang pendidikan yang telah diratifikasi dan harus dilakukan oleh negara-
negara pihak kovenan tersebut, sebagai berikut : 
Pasal 13 
1.Negara-negara pihak kovenan ini mengakui hak setiap orang atas 
pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan 
pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran 
akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi 
manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju 
bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk 
berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, 
memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara 
semua bangsa dan semua kelompok-kelompok ras, suku bangsa atau 
agama dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk memelihara perdamaian. 
2.Negara-negara pihak kovenan ini mengakui bahwa untuk 
mengupayakan perwujudan hak itu secara penuh.  
  a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma 
bagi semua orang. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, 
termasuk pendidikan tehnik dan kejuruan tingkat lanjutan pada 
umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan 
semua sarana yang layak, dan terutama melalui pengadaan pendidikan 
secara cuma-cuma 
  b. Pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata 
atas dasar kemampuan dengan segala sarana yang layak, dan 
khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara 
bertahap; 
  c. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat 
bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan 
pendidikan dasar mereka. 
  d. Pembangunan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus 
secara aktif diusahakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus 
dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus diperbaiki 
terus menerus. 
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3.Negara-negara pihak kovenan ini berusaha untuk menghormati 
kebebasan orangtua dan para wali yang sah bila ada, untuk memilih 
sekolah bagi anak-anak mereka selain sekolah yang didirikan oleh 
lembaga pemerintah, yang memenuhi standar minimal pendidikan yang 
ditetapkan atau disahkan oleh negara, dan untuk menjamin pendidikan 
agama dan budi pekerti anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan 
mereka. 
4.Tidak ada satu bagian pun dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan 
sehingga dapat mencampuri kebebasan individu dan lembaga-lembaga 
untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tunduk pada 
prinsip-prinsip yang diatur dalam ayat (1) pasal ini, dan dengan 
persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga 
itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh negara. 
Pasal 14 
Setiap negara pihak kovenan ini yang pada saat menjadi peserta belum 
mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar dengan cuma-
cuma di wilayah perkotaan atau wilayah-wilayah lain di bawah wilayah 
hukumnya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun menyusun 
dan menetapkan suatu rencana aksi yang terinci untuk diterapkan 
secara bertahap, dan dalam waktu yang masuk akal harus 
melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua 
orang, yang harus dimasukkan dalam rencana aksi tersebut. 
Hak atas pendidikan yang tercantum dalam Pasal 13 ICESCR, 
mencakup berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial, budaya dan juga hak 
sipil dan politik.33 Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia 
dan merupakan suatu sarana yang paling mutlak diperlukan untuk 
mewujudkan hak-hak lain. Pentingnya pendidikan, sebagian dicerminkan 
dalam kenyataan bahwa Komite Hak EKOSOB menerima dua Komentar 
Umum mengenai hak atas pendidikan yaitu Komentar No 11 Tahun 1999 dan 
Komentar No 13 Tahun 1999. Komentar No 11 Tahun 1999 terfokus pada 
Pasal 14, yakni pendidikan dasar wajib dan cuma-cuma, sedangkan Komentar 
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Umum No 13 Tahun 1999 lebih terfokus pada pasal 13, yaitu ketentuan umum 
tentang pendidikan.  
Dalam General Comments No 13 Tahun 1999, Komite Hak EKOSOB 
memperoleh acuan interpretasi yang tepat atas istilah primary education yang 
diatur dalam ICESCR Pasal 13 ayat (2), didalam World Declaration on 
Education for all yang menyatakan “Sistem pengadaan pendidikan dasar bagi 
anak-anak diluar keluarga itu adalah sekolah dasar.” Selain itu dalam pasal 
tersebut, terdapat kata wajib dan cuma-cuma. Pengertian wajib dan cuma-
cuma merujuk pada General Comments No 11 Tahun 1999 tentang Plans of 
for Primary Education articles 14 of International Covenant on Economic 
Social and Cultural Rights.  
Wajib dalam hal ini diartikan bahwa tidak terjadi hambatan bagi anak 
usia sekolah untuk menikmati pendidikan dasar, serta dihapuskannya bentuk 
dan praktik diskriminasi terjadi dalam hal persamaan akses antara anak 
perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan dasar. Sedangkan 
cuma-cuma dapat diartikan bahwa ketersediaan pendidikan dasar yang 
dikelola negara, dilaksanakan tanpa memungut biaya dari anak, orang tua 
atau walinya. Sekecil apapun tuntutan pungutan, secara praktik dapat 
membahayakan pemenuhan hak ini, terutama bagi keluarga miskin. 
ICESCR melalui Komite Hak EKOSOB menekankan arti penting 
mengenai pendidikan, bahwa hak atas pendidikan menjadi kendaraan utama 
untuk mengangkat dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana 
untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas 
sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju keadaban manusia itu sendiri. 
Pada kesimpulannya Komite Hak EKOSOB mengadvokasikan 4 (empat) 
instrumen yang wajib dipenuhi oleh setiap negara pihak dibidang pendidikan, 
sesuai kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasionalnya yaitu negara 
harus membuat pendidikan tersedia (available), dapat diakses (accessible), 
dapat diterima (accebtable), dan dapat diadaptasikan (adaptable), sebagai 
berikut:34 
1. Ketersediaan, dalam hal ini berbagai institusi dan program pendidikan 
harus tersedia dalam jumlah yang memadai didalam yurisdiksi negara itu. 
Sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan 
bangunan atau perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi 
bagi setiap orang, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan 
gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran,dan sebagainya, dimana 
beberapa diantaranya juga akan memerlukan fasilitas-fasilitas seperti 
perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi. 
2.  Keterjangkauan, dalam hal ini berbagai institusi dan program pendidikan 
harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, didalam 
yurisdiksi negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik 
umum, yaitu: 
a. Tanpa diskriminasi, dimana pendidikan harus dapat diakses oleh semua 
orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rawan, secara 
hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang 
dilarang manapun. 
                                                             
34
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan 
Politik & Komentar Umum Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Komnas HAM, Jakarta, 
2009, hal.156. 
b. Aksesibilitas fisik, dimana pendidikan harus secara fisik aman untuk 
dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung  
atau melalui teknologi modern. 
c. Aksesibilitas ekonomi, dimana biaya pendidikan harus terjangkau oleh 
semua orang. Dimensi aksesibilitas ini tunduk pada susunan kata dalam 
Pasal 13 ayat (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah 
dan tinggi dimana pendidikan dasar harus bebas biaya bagi semua 
orang, negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan 
menengah dan tinggi yang bebas biaya. 
3. Keberterimaan, dalam hal ini bentuk dan substansi pendidikan, termasuk 
kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misalnya 
relevan serta sesuai dalam hal budaya dan berkualitas) oleh siswa-
siswanya. Keberterimaan ini tunduk pada sasaran-sasaran pendidikan yang 
dituntut oleh Pasal 13 ayat (1) dan standar-standar pendidikan minimal 
yang disepakati negara. 
4. Kemampuan beradaptasi, dimana pendidikan harus sangat fleksibel 
sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah 
masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam 
masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam. 
 
C.3. Convention On The Right Of The Child 
Negara Republik Indonesia  telah meratifikasi konvensi hak anak yang 
tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
1990 Tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child 35. Konvensi 
Hak Anak adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, 
politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang telah 
meratifikasi konvensi ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan Hukum 
Internasional.  
Konsekuensi terhadap ratifikasi tersebut yaitu negara wajib untuk 
menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak anak. Ketentuan 
hukum mengenai hak-hak anak dalam CRC, dapat dikelompokkan menjadi : 
1. Hak terhadap kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk 
melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh 
standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 
Konsekuensinya menurut CRC negara harus menjamin kelangsungan 
hak hidup, serta perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu, negara 
berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang 
bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, 
khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24). Sebelum 
disahkannya CRC, beberapa instrumen/konvensi Internasional juga 
sudah menjamin hak hidup sebagai hak dasar seperti UDHR (Pasal 2) 
dan ICCPR (Pasal 6). Bahkan, dalam General Comment UDHR pada 
tahun 1982, The Human Rights Commitee, menyebut hak hidup sebagai 
hak yang tidak dapat diabaikan termasuk dalam waktu darurat (rights to 
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life...is the supreme right from which no derogation is permitted even in 
time of emergency). 36 
Dalam hal ini, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi pula : 
a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak 
dilahirkan (Pasal 7) 
b. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek 
dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga) 
(Pasal 8) 
c. Hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9) 
d. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk 
perlakuan salah (abuse) yang dilakukan orang tua atau orang lain 
yang bertanggungjawab atas pengasuhan (Pasal 19) 
e. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang 
kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan 
keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan 
mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20) 
f. Adopsi anak hanya diperbolehkan dan dilakukan demi kepentingan 
terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh 
pejabat yang berwenang (Pasal 21) 
g. Hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh 
pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk 
membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang 
tinggi (Pasal 23) 
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h. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas 
pendidikan (Pasal 27 dan Pasal 28) 
 
 
2. Hak terhadap Perlindungan (Protection Rights) 
Perlindungan dapat diartikan sebagai suatu hal atau perbuatan yang 
bertujuan untuk memperlindungi yang menyebabkan seseorang atau 
sesuatu ditempatkan dibawah sesuatu 37. 
Hak perlindungan berdasarkan CRC 1989 yakni, perlindungan anak dari 
diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak 
mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari 
diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk 
memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak 
anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam 
kehidupan masyrakat negara.  
Perlindungan dari eksploitasi meliputi : 
a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi 
b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam 
kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak 
c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba 
d. Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan 
pornografi 
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e. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan 
anak 
f. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau 
diputus telah melakukan pelanggaran hukum. 
 
3. Hak untuk tumbuh berkembang (Development Rights)  
Hak tumbuh berkembang meliputisegala bentuk pendidikan baik formal 
maupun non formal, serta hak untuk mencapai standar hidup yang layak 
bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak 
anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 CRC yang menyebut bahwa : 
a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan 
secara cuma-cuma 
b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan 
mudah dijangkau oleh setiap anak tanpa terkecuali 
c. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi 
anak 
d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara 
teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. 
Selain itu juga meliputi : 
a. Hak untuk memperoleh informasi 
b. Hak untuk bermain dan rekreasi 
c. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya 
d. Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama 
e. Hak untuk mengembangkan kepribadian 
f. Hak untuk memperoleh identitas 
g. Hak untuk didengar pendapatnya 
h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik 
 
4. Hak untuk Berpartisipasi (Participation Rights) 
Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam 
segala hal yang mempengaruhi anak. Hal ini mengacu kepada Pasal 12 
ayat 1 CRC, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau 
mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang 
merupakan hak berekspresi secara bebas (capable of forming his or her 
own views the rights to express those views freely). Sejalan dengan itu, 
negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk 
menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun 
administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung 
ataupun tidak langsung. Hak yang mencakup dengan itu meliputi : 
a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas 
pendapatnya 
b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk 
mengekspresikan 
c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung 
d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari 
informasi yang tidak sehat. 
Salah satu hak anak yang tercantum dalam CRC yang juga dijalankan 
oleh Pemerintah Indonesia sebagai konsekuensi dari proses ratifikasi 
terhadap konvensi tersebut adalah hak atas pendidikan yang tercantum dalam 
Pasal 28 ayat (1), dalam pasal tersebut tercantum bahwa : 
1. Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk 
mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang 
sama, Negara-negara Peserta secara khusus akan: 
(a) Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-
cuma untuk semua anak; 
(b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang 
berbeda, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan 
tersebut untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat 
seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan 
keuangan bila diperlukan 
(c) Membuat pendidikan tinggi terjangkau untuk semua anak berdasarkan 
kemampuan, dengan semua cara yang layak 
(d) Menyediakan informasi dan bimbingan tentang pendidikan dan kejuruan 
yang dapat diakses oleh semua anak 
CRC dalam Pasal 28 juga ikut mengatur tentang hak anak atas 
pendidikan dasar. Dalam Pasal 28 ayat (1) CRC, justru dirumuskan hak anak 
atas pendidikan lebih spesifik, yakni hak atas pendidikan yang pencapaiannya 
dilakukan secara progresif (to archieving this right progressively) dan berbasis 
kesetaraan kesempatan (on the basis of equal opportunity). Dalam 
pembentukannya, CRC merujuk dan mempertimbangkan ICESCR.  
Sesuai dengan yang diamanatkan dalam CRC Pasal 28, pendidikan 
dasar merupakan suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma. 
Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Negara Indonesia sebagai 
negara yang juga telah meratifikasi konvensi tersebut, harus mampu 
mewujudkan dan mengimplementasi dengan berbagi program yang 
berhubungan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar.  
 
C.4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu bukti nyata dari sikap 
bangsa Indonesia dalam penghormatan HAM. Sikap tersebut dapat dilihat dari 
kenyataan bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memuat beberapa ketentuan 
tentang penghormatan HAM yang sangat penting.  
Salah satu hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah hak 
atas pendidikan yang diatur dalam Pasal 31. Sesuai dengan Pasal 31 UUD 
NRI Tahun 1945, dalam amandemen yang keempat yang membahas 
mengenai pendidikan di Indonesia, tertulis dan tercantum bahwa : 
 (1) : Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. 
 (2): Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya. 
Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah Pasal 31 ayat 
(1) UUD NRI 1945. Hal tersebut mengandung implikasi bahwa sistem 
pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-
luasnya kepada setiap warga negara.38 
Melalui program pendidikan dasar 9 tahun yang dilaksanakan oleh 
pemerintah, menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan pemenuhan hak 
anak untuk mendapatkan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar. 
Kewajiban negara dalam pelaksanaan pendidikan dasar yang bebas dan 
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cuma-cuma, harus dapat dirasakan oleh setiap anak tanpa adanya perlakuan 
yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelamin, warna kulit, ras, suku 
ataupun tingkat ekonomi.  
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus berani menjalankan 
amanat UUD NRI Tahun 1945 secara kongkrit dan konsisten, sehingga 
terwujud pembangunan dibidang pendidikan yang merupakan upaya 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. 
 
 
C.5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 
Pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun telah diatur lebih luas dalam UU 
No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan 
nasional memberi hak kepada setiap warga negara untuk memberikan 
kesempatan yang sama atas pendidikan. sebagaimana yang tertuang dalam 
Pasal 34 sebagai berikut: 
(1)Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program 
wajib belajar  
 
(2)Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib 
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 
 
(3)Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang 
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat. 
 
(4)Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Merujuk pada Pasal 34, dalam pelaksanaan pendidikan yang bersifat cuma-
cuma dan bebas bagi rakyat Indonesia, menjadi tanggungjawab dan 
kewajiban negara. Dalam konteks pembangunan nasional pendidikan dasar 9 
tahun adalah suatu usaha yang harus dilakukan, untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan untuk memelihara 
dunianya, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mampu 
meningkatkan kualitas hidup dan martabatnya. Selain itu, pendidikan dasar  
diartikan sebagai pemberian kesempatan belajar seluas-luasnya kepada 
kelompok usia sekolah untuk mengikuti pendidikan tersebut. 
 
D.Definisi Anak 
D.1. Menurut Hukum Internasional 
Menurut Pasal 1 Convention on the Right of the Child yang telah 
disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), definisi anak 
adalah : 
“anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas 
tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-
anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.” 
 
Convention On The Right Of The Child jelas menetapkan bahwa batas 
usia untuk anak sebelum 18 tahun, tetapi juga tetap mengakui adanya 
pengecualian batas usia apabila hukum nasional anak tersebut menetapkan 
pengertian anak di negaranya pada batas usia tertentu.  
 
D.2. Definisi Anak Menurut Beberapa Undang-Undang di Indonesia 
Definisi anak tidak hanya dapat kita temukan dalam CRC, tetapi juga 
dapat temukan dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan anak 
itu sendiri. adapun beberapa definisi anak dari beberapa undang-undang di 
Indonesia, sebagai berikut : 
Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan 
Anak, yang mencantumkan definisi anak dalam Pasal 1, yakni : 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
 
Ketentuan dalam undang-undang tersebut tersebut menerangkan bahwa anak 
yang masih dalam kandungan pun dikategorikan sebagai anak sampai 
dengan anak berusia 18 tahun. Dengan demikian, Undang-Undang 
perlindungan anak jelas menjamin dan melindungi anak-anak serta hak 
mereka secara optimal tanpa adanya diskriminasi, tak terkecuali anak yang 
masih dalam kandungan. 
Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak, yakni di dalam Pasal 1 ayat 2 : 
“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun dan belum pernah kawin.” 
 
Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 
khususnya dalam Pasal 1 :  
“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 
8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah kawin.” 
 
Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO 
Convention No. 182 disebutkan bahwa : 
“anak adalah semua orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun.” 
Selain itu, terdapat perbedaan tolak ukur dalam mendefinisikan anak 
didalam BW, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Hukum kebiasaan, sebagai berikut :39 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 
Menurut Pasal 330 ayat (1) BW : 
Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 
tahun, kecuali: 
- Anak itu sudak kawin sebelum berumur 21 tahun 
- Pendewasaan 
b. Undang Undang No 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan 
Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 
18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah 
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang 
tuanya. Pasal 50 ayat (1) berbunyi anak yang belum mencapai 18 tahun 
atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang 
tua, berada dibawah kekuasaan wali. Berdasarkan pasal-pasal dalam 
Undang-undang perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwa Undang-
Undang No 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan menetapkan batas usia 
anak maksimal 18 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan.  
c. Menurut hukum kebiasaan (hukum adat) 
Menurut hukum adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang 
dianggap dewasa dan memiliki wewenang bertindak. Hasil penelitian R. 
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Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran 
kedewasaan seseorang diukur dari segi  
1. Dapat bekerja sendiri 
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam ehidupan 
bermasyarakat dan bertanggungjawab 
3. Dapat mengurusi harta kekayaannya sendiri 
Dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak 
tidak berdasarkan usia, tetapi pada ciri tertentu yang nyata. 
 Dengan demikian, setelah melihat ketentuan hukum terhadap definisi 
anak, pada intinya ketentuan-ketentuan tersebut memberikan perlindungan 
terhadap setiap anak, karena anak juga dipandang sebagai subjek hukum 
yang berada pada usia yang belum dewasa, sehingga harus dilindungi 
kepentingan serta hak-haknya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB III 
METODE PENELITIAN  
A. Lokasi penelitian 
Lokasi yang menjadi penelitian adalah Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan, khususnya pada 9 sekolah, yang terdiri dari SD Inpres Tamamaung I, 
SDN Matoangin I, SDN Mangkura III, SDN Sipala I, SDN Lariangbangi I, SD 
Teratai II, SMP Dharma Yadi, SMP Kartika XX-3, dan SMP Negeri 10 
Makassar. Penulis memilih kesembilan lokasi sekolah tersebut, oleh karena 
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama inilah yang menjadi bagian 
dari proses pendidikan dasar 9 tahun tersebut. Selain itu, sekolah-sekolah ini 
dipandang dapat mewakili karakteristik dari semua sekolah yang melaksanakan 
program kebijakan pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu hak anak, 
khususnya di Kota Makassar. 
Selain itu juga, ternyata sepanjang pengetahuan penulis dalam konteks 
kajian secara hukum, belum pernah ada yang melakukan penelitian ilmiah 
menyangkut penyelenggaraan pendidikan dasar berdasarkan International 
Covenant on Economic Social and Cultural Right yang dilaksanakan di Kota 
Makassar, sehingga penulis merasa bahwa program pendidikan dasar yang 
dilaksanakan di Kota Makassar ini menjadi salah satu hal yang patut untuk 
diteliti untuk mengetahui keberhasilan dari program pendidikan dasar tesebut, 
terutama dalam memenuhi hak setiap anak, khususnya di Kota Makassar. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
dilakukan  dengan cara : 
1. Wawancara dan kuesioner yang berupa daftar pertanyaan yang 
berkaitan langsung dengan substansi penelitian ini. 
2. Data yang diperoleh dari kepustakaan, hasil-hasil penelitian dan 
peraturan perundang-undangan. 
 
C. Populasi dan sampel 
a. Populasi  
Dalam suatu kegiatan baik yang bersifat ilmiah maupun yang 
bersifat sosial, perlu dilakukan pembatasan populasi dan cara 
pengambilan sampel. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian 
yang terdiri dari manusia dan benda ataupun peristiwa sebagai sumber 
data yang mewakili karakteristik tertentu dalam penelitian40. Dalam 
penelitian ini populasinya adalah keseluruhan siswa di sekolah-sekolah 
yang menjadi lokasi penelitian. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 2.945. 
 
 
 
b. Sampel 
Sampel adalah Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 
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diteliti41. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa-siswa 
di lokasi penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik non proportional stratified random sampling yang merupakan 
teknik penentuan sampel dilakukan tidak mengikuti proporsi dalam 
wilayah pengambilan sampel. Sampel dalam penelitian ini 
keseluruhannya berjumlah 300 orang siswa di 9 (sembilan) sekolah. 
 
c. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, dipergunakan sumber data, yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang 
bersumber dari hasil wawancara dan kuisioner yakni berupa daftar 
pertanyaan yang berkaitan langsung dengan substansi penelitian ini. 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan melalui 
penelusuran literature, hasil-hasil penelitian dan peraturan 
perundang-undangan yang relevan dengan masalah atau substansi 
penelitian ini. 
 
 
 
d. Analisis Data 
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 Ibid, hal.44. 
Analisis data adalah tahapan akhir dari pengolahan data. Penulis 
sendiri memilih menganalisis data secara kualitatif, yaitu menggunakan 
deskriptif dan narasi dalam menyelesaikan skripsi ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan 
Dasar berdasarkan International Covenant on Economic Social and 
Cultural Rights di Kota Makassar 
Pada tanggal 16 Desember 1966, melalui resolusi 2200A (XXI), Majelis 
Umum PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik 
bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik serta Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai 
berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.42  
ICESCR disusun tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan 
perlindungan dan pemenuhan terhadap hak, agar setiap orang dan kelompok 
masyarakat dapat menikmati semua hak EKOSOB, setinggi-tingginya dan 
semaksimal mungkin yang bisa dicapai manusia. Untuk itulah kerangka kerja 
negara disusun untuk keperluan meningkatkan penikmatan hak-hak EKOSOB 
bagi semua orang.43 ICESCR lebih khusus mengatur, melindungi serta 
menjamin hak-hak dibidang ekonomi, sosial dan budaya setiap warga negara. 
Dalam rangka melaksanakan pemenuhan terhadap hak-hak yang dijamin 
dalam ICESCR, negara dalam hal ini pemerintah, terikat untuk melaksanakan 
kewajiban sebagai konsekuensi dari ratifikasi yang dilaksanakan oleh suatu 
negara.  
Pendidikan dasar sebagai salah satu hak-hak EKOSOB yang dijamin 
pemenuhannya sebagaimana yang terdapat pada ICESCR, dalam 
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pelaksanaannya menimbulkan kewajiban untuk  memenuhi hak tersebut bagi 
setiap anak. Kewajiban terhadap pelaksanaan pendidikan dasar dalam proses 
pendidikan bagi anak, diatur dengan tegas dalam Pasal 14 ICESCR. Dalam 
Pasal 14 kovenan tersebut, terdapat beberapa kewajiban negara peserta 
dalam pelaksanaan hak atas pendidikan, yaitu: 
“Each state party to the present covenant which, at the time of 
becoming a Party, has not been able to secure in its metropolitan 
territory or other territories under its jurisdiction compulsory primary 
education, free of charge, undertakes, within two years, to work out and 
adopt a detailed plan of action for the progressive implementation, 
within a reasonable number of years, to be fixed in the plan, of the 
principle of compulsory education free of charge for all (Setiap negara 
pihak pada kovenan ini yang pada saat menjadi pihak belum mampu 
menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di 
wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus 
berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan 
menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, 
dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip 
wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus 
dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.)” 
 
Berdasarkan pasal tersebut, dalam memenuhi hak anak atas pendidikan 
dasar, negara-negara yang telah meratifikasi ICESCR terikat untuk 
melaksanakan kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan dasar (primary 
education) yang wajib dan cuma-cuma. 
Merujuk pada hak-hak yang dijamin dalam ICESCR dalam hal ini hak 
atas pendidikan dasar, disiplin hukum internasional hak asasi manusia 
mengenalkan “minimum core obligation” atau obligasi minimum pokok yang 
paling minimum yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh negara. 
Karenanya, apakah terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan obligasi negara 
atau tidak, akan dieksaminasi dan diperiksa apakah negara yang 
bersangkutan telah melakukan segala upaya menggunakan segala sumber 
daya untuk melakukan obligasi pokoknya dalam pemenuhan hak EKOSOB. 
Minimum core obligation tersebut terdiri dari dua bentuk obligasi negara yang 
pokok berdasarkan ICESCR, yaitu obligation of result dan obligation of 
conduct.44  
Obligation of conduct merupakan obligasi atau kewajiban negara untuk 
melakukan sesuatu, semua upaya dan segala tindakan untuk mengakui, untuk 
mempromosikan, untuk menghormati, untuk melindungi dan memenuhi, untuk 
memfasilitasi dan menyediakan penikmatan terhadap hak-hak EKOSOB.45 
Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh negara dalam hal ini 
pemerintah, dalam rangka mendukung obligation of conduct, yaitu: 
a. Mengakui (to recognize) 
Obligasi Negara dalam mengakui bahwa hak ekosob merupakan hak 
asasi manusia. Dengan demikian jika terjadi pelanggaran atau kejahatan 
hak-hak EKOSOB, maka semestinya negara mengakui semua mekanisme 
dan konsekuensi yang mesti ditanggung para pelaku pelanggaran 
terhadap hak-hak tersebut. Contohnya: jika banyak keluarga miskin yang 
tidak dapat memperoleh akses terhadap pelayanan pendidikan serta tidak 
dapat memasukan anak-anaknya ke sekolah karena mahalnya biaya 
pendidikan. Pejabat yang berkompeten dalam hal ini, mesti 
mempertanggunjawabkannya dalam sistem hukum di Indonesia 
(justiciable). 
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b. Mempromosikan  
Aparat negara termasuk aparat penegak hukum dan birokrasi harus 
melakukan promosi terhadap hak-hak EKOSOB. Promosi tidak hanya 
dilakukan melalui penyebaran iklan layanan masyarakat tetapi juga 
melalui pelibatan masyarakat sipil secara aktif. Program-program promosi 
atau seringkali disebut dengan sosialisasi, mutlak wajib dilakukan. Hal 
demikian bertujuan agar dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan distribusi 
manfaat atau hasil-hasil yang ingin dicapai oleh program pemenuhan hak 
EKOSOB. Pentingnya negara dalam melaksanakan promosi, telah 
menjadi perhatian yang pokok oleh Komite Hak Ekosob, termasuk dalam 
hal pelaporan yang dilakukan negara pihak. 
 
 
c. Menghormati  
Obligasi penghormatan yang dilakukan negara, mempunyai makna 
bahwa negara tidak boleh melakukan tindakan yang justru membatasi 
sebagian atau seluruhnya hak-hak EKOSOB masyarakat. Pembatasan 
hanya dapat dilakukan dengan maksud agar terpenuhinya hak-hak itu 
sendiri. Negara dalam hal ini pemerintah, berkewajiban membuat undang-
undang dalam rangka melindungi dan menjamin hak setiap warga negara 
agar tidak mengalami diskriminasi etnis, ras, gender atau bahasa dalam 
pemenuhan hak-hak yang dijamin dalam ICESCR. 
 
d. Melindungi  
Pemerintah harus mengupayakan tindakan untuk mencegah pelaku 
non negara berperilaku diskriminatif sehingga membatasi akses terhadap 
penikmatan hak-hak EKOSOB yang dijamin sepenuhnya didalam 
ICESCR. Perlindungan sebagai obligasi, dapat dilihat dalam hal 
pendidikan dasar misalnya, negara berdasarkan Pasal 13 ayat (2) 
ICESCR memastikan penyediaan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-
cuma bagi setiap anak tanpa adanya perlakuan yang berbeda satu sama 
lain.  
 
 
e. Memenuhi  
Obligasi untuk memenuhi hak-hak EKOSOB, mempunyai makna 
negara melakukan upaya untuk memfasilitasi dan menyediakan hak-hak 
EKOSOB setiap warga negaranya. Contoh perwujudan obligasi negara 
untuk pemenuhan hak EKOSOB, dapat dilihat terhadap hak atas 
pendidikan dasar, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 ICESCR 
yaitu negara menyediakan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma 
yang dapat diakses oleh setiap anak tanpa diskriminasi. 
Pelaksanaan kewajiban melaksanakan kemauan dalam konvensi (obligation 
of conduct) dalam hal pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, tidak 
lepas dari kewajiban negara untuk membuat rencana aksi atau program-
program bagi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, sesuai dengan 
yang diamanatkan dalam Pasal 14 ICESCR. 
Komite Hak EKOSOB pada tahun 1999 telah merinci dan memberikan 
penjelasan mengenai definisi dari istilah kunci dan elemen pokok berkaitan 
dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar. Melalui Komentar Umum No. 
11 Tahun 1999 Tentang rencana tindakan bagi pendidikan dasar. Prinsip-
prinsip dalam mengadopsi rencana-rencana aksi tersebut antara lain, sebagai 
berikut:  
1. Pendidikan dasar wajib (compulsory), Dalam prinsip ini akan dilihat 
apakah terdapat hambatan bagi anak usia sekolah untuk menikmati 
pendidikan dasar. Penilaian juga dilihat apakah terjadi bentuk dan praktik 
diskriminasi terjadi dalam hal persamaan akses antara anak perempuan 
dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan dasar. Program wajib belajar 
yang dirumuskan dan diimplementasikan mesti memperhatikan kualitas 
yang baik, relevan untuk anak dan berkontribusi pada realisasi hak-hak 
anak yang lain. 
2. Pendidikan dasar cuma-cuma (free of charge), Prinsip ini dipenuhi 
dengan cara memastikan ketersediaan pendidikan dasar yang dikelola 
negara, dilaksanakan tanpa memungut biaya dari anak, orang tua atau 
walinya. Sekecil apapun tuntutan pungutan, secara praktik dapat 
membahayakan pemenuhan hak ini, terutama bagi keluarga miskin. Tidak 
jarang pungutan-pungutan semacam ini menjadi salah satu faktor aksi 
bunuh diri siswa karena merasa malu tidak dapat berpartisipasi. Upaya 
pencegahan praktik-praktik pungutan semacam ini, mesti dirinci dalam 
Rencana Aksi yang disusun pemerintah, termasuk cara pengawasannya. 
Komite Hak EKOSOB sendiri dapat memeriksa iuran langsung (direct 
costs) dan pungutan lain (other indirect costs) berdasarkan kasus per 
kasus.  
3. Pengadopsian rencana rinci (adoption of a detailed plan). Setelah  
ratifikasi ICESCR, pemerintah diminta untuk merumuskan dan selanjutnya 
menetapkan rencana aksi yang rinci untuk pemenuhan pendidikan dasar 
bagi setiap anak usia sekolah. Diberikan waktu maksimal 2 tahun untuk 
perumusan rencana aksi ini, yang mesti memuat semua upaya untuk 
merealisasikannya. Partisipasi publik menjadi prasyarat dalam proses 
perumusan dan secara periodik terlibat dalam review dan evaluasi 
rencana aksi. Memastikan pemenuhan asas akuntabilitas dalam 
perumusan dan pengawasan implementasi rencana aksi juga menjadi 
tanggungjawab pemerintah.  
4. Kewajiban/obligasi (obligations). Dalam praktik, negara pihak tidak 
dapat lari dari tanggung jawabnya untuk menetapkan rencana aksi. Hal ini 
tidak dapat dilanggar, hanya karena alasan tidak mempunyai sumber 
daya. Jika memang benar-benar tidak ada sumber daya, maka 
Pemerintah dapat mengupayakan “international assistance and 
cooperation" seperti dimuat dalam Pasal 23 ICESCR.  
5. Implementasi secara terus menerus (progressive implementation), 
Dalam rencana aksi ditetapkan dalam rencana jadwal untuk memastikan 
pemenuhan hak atas pendidikan secara cuma-cuma dapat terlaksana 
secara nasional. Sebagai contoh terdapat deklarasi bahwa semua anak 
akan mendapatkan pendidikan dasar cuma-cuma pada tahun 2010, 
disertai dengan bagaimana cara merealisasikannya. Realisasinya dapat 
secara bertahap dengan prioritas wilayah atau prioritas anggaran, 
sehingga benar-benar bebas dari segala macam pungutan yang 
memberatkan siswa dan keluarganya, sehingga terealisasi pendidikan 
gratis yang bukan sekedar lips service.  
Rencana-rencana aksi atas pendidikan dasar merupakan kewajiban 
pemerintah untuk melaksanakan kemauan konvensi dalam memenuhi hak 
anak atas pendidikan dasar sebagaimana yang tertuang dalam ICESCR. 
Prinsip-prinsip dalam membuat rencana-rencana aksi yang terdapat dalam 
General Comments No 11 Tahun 1999, juga merupakan elemen-elemen yang 
dijadikan sebagai acuan bahan pemeriksaan laporan setiap negara pihak 
kepada Komite Hak EKOSOB yang memiliki tugas untuk memonitoring dan 
mengawasi pelaksanaan kovenan.  
Kewajiban melaksanakan kemauan dalam konvensi (obligation of 
conduct) yang dilaksanakan oleh negara pihak dalam memenuhi hak atas 
pendidikan dasar, juga diikuti dengan kewajiban pencapaian hasil (obligation 
of result). Disinilah konteks gagasan kewajiban minimum (minimum core 
obligation) yang dikembangkan oleh komite. Komite melihat bahwa setiap 
negara peserta mempunyai kewajiban minimum untuk mencapai tingkat 
pemenuhan yang minimum dari setiap hak yang terdapat dalam kovenan, 
tidak terkecuali hak atas pendidikan dasar.46  
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Pelaksanaan kewajiban pencapaian hasil (obligation of result) terhadap 
hak atas pendidikan dasar yang dituangkan dalam ICESCR, berhubungan 
langsung dengan penggunaan sumber daya yang tersedia. Namun, apabila 
dalam pelaksanaan kewajiban tersebut terjadi keterbatasan sumber daya, 
negara peserta harus mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
setiap orang melalui  program-program yang dirancang dengan biaya yang 
murah. Sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR yang 
menegaskan tentang perlunya kerjasama dan bantuan internasional berkaitan 
dengan pencapaian hak-hak EKOSOB, pada kenyataannya memang negara 
peserta mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya secara 
penuh. Dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga yang biasanya berhubungan 
dengan keterlibatan lembaga atau badan keuangan internasional yang 
bertujuan untuk mendukung bantuan teknis dan pinjaman dana. 
Kedua kewajiban pokok negara tersebut juga diikuti dengan kewajiban 
pemerintah untuk memberikan laporan mengenai langkah, kebijakan dan 
pencapaian hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang harus disampaikan 
kepada Komite PBB. Komite menegaskan bahwa, laporan negara tidak hanya 
menyebutkan langkah-langkah yang ditempuh, namun juga alasan mengapa 
langkah-langkah tersebut dianggap paling tepat (all appropriate measures). 
Interpretasi komite terhadap istilah (all appropriate measures) jelas berkaitan 
dengan kewajiban melakukan (obligation of result) maupun kewajiban hasil 
(obligation of result).47 
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Indonesia sebagai salah satu negara yang turut serta dalam 
meratifikasi ICESCR, menyadari perannya sebagai penanggungjawab bagi 
pelaksana dan perlindungan HAM tidak terkecuali hak atas pendidikan dasar. 
Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah 
melaksanakan kewajibannya dengan mengambil langkah-langkah positif untuk 
mencapai pemenuhan hak atas pendidikan dasar. Pasal 31 ayat (3) dengan 
tegas menyatakan kewajiban negara dalam memenuhi hak setiap warga 
negara atas pendidikan: 
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
20% dari anggaran pendapat dan belanja negara serta dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional”. 
 
Melalui UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang 
pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip pemenuhan hak anak atas 
pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma.  Adapun kewajiban pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas 
pendidikan dasar, yaitu:  
a.Wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin 
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa 
diskriminasi. 
b.Wajib menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya pendidikan bagi 
setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 
c. Wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 
pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 
d. Wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga 
kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan 
yang bermutu. 
e. Wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 
f. Wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik pada 
satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. 
f. Wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 
31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 
g. Wajib menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan 
untuk menjamin mutu pendidikan nasional. 
h.Wajib melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, 
pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas 
penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat 
pendidikan dasar dan menengah. 
i. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. 
Kewajiban-kewajiban diatas memberikan implikasi bahwa negara 
bertanggungjawab untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan 
pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma untuk anak usia sekolah. Hal ini 
berkesesuaian pula dengan Pasal 13 dan 14 ICESCR. Selain itu, kewajiban-
kewajiban tersebut menjadi mengamanatkan agar pemerintah pusat maupun 
daerah bertanggungjawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun yang dijadikan Konsideran 
menimbang UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban 
terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar bagi anak, tidak dapat 
dilepaskan dari adanya pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No 32 
Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yang menimbulkan desentralisasi 
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya 
kewenangan dibidang pendidikan yang berada dibawah kewenangan 
kabupaten/kota bertujuan untuk mendekatkan pelayanan hak masyarakat 
dibidang pendidikan semakin menjadi perhatian.48  
Pelaksanaan obligation of conduct dan obligation of result oleh 
Pemerintah Kota Makassar, juga mewajibkan PEMDA Kota Makassar untuk 
mendukung program-program yang telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 
1945 sebagai upaya untuk menyukseskan pemenuhan hak anak atas 
pendidikan dasar, sesuai dengan yang dituangkan dalam Pasal 14 ICESCR. 
Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, menjadi salah satu program yang 
wajib didukung dan dilaksanakan oleh PEMDA Kota Makassar. Oleh karena 
itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat maupun PEMDA 
Kota Makassar, utamanya dalam hal pembiayaan yang seringkali masih 
menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan dasar. 
Kewajiban negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah pusat 
maupun daerah terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar 
sebagai bagian dari hak EKOSOB, yang menegaskan tentang kewajiban 
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mengenai tindakan maupun kewajiban mengenai hasil, tidak dapat dilecehkan 
dan dianggap tidak penting. Jika negara tidak berperan aktif, maka negara 
dianggap telah melanggarnya. Selain itu, harus ada usaha lewat pemanfaatan 
sumber daya alam dan anggaran belanja negara untuk kesejahteraan 
rakyatnya. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban minimum terhadap hak atas 
pendidikan dasar dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap hak yang 
termuat dalam ICESCR.49  
Kegagalan negara peserta untuk memenuhi kewajiban yang 
terkandung dalam kovenan, jelas merupakan pelanggaran terhadap kovenan. 
Dalam perkembangannya, penguatan konsep pelanggaran hak EKOSOB 
terus dilakukan oleh banyak ahli hukum hak asasi manusia internasional, yang 
kemudian dituangkan dan dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Limburg (the 
Limburg Principles). Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka dasar bagi 
pengembangan lebih lanjut atas berbagai asumsi dan konsep pelanggaran 
hak EKOSOB. Pelanggaran terhadap ICESCR, dapat dimaknai dalam situasi 
dan kondisi dimana negara peserta: 
a.  Gagal mengambil langkah-langkah seperti yang disyaratkan dalam  
kovenan. 
b. Gagal menyingkirkan segera atas berbagai hambatan yang menghalangi 
realisasi hak secara penuh. 
c. Gagal untuk mengimplementasikan hak yang perlu segera direalisasikan; 
d. Menerapkan pembatasan atas hak yang diakui dalam kovenan dengan 
alasan-alasan yang tidak sesuai seperti yang disyaratkan kovenan. 
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e. Sengaja menghambat atau menghalangi realisasi bertahap atas hak-hak 
yang diakui dalam kovenan. 
f. Gagal menyampaikan laporan sebagai ditentukan dalam kovenan. 
Keberadaan the Limburg Principles mengubah anggapan selama ini 
yang menyatakan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu bersifat 
nonjusticiable. Senada dengan itu, uraian yang panjang Ifdhal Kasim 
menegaskan bahwa pendapat yang menyatakan hak Ekosob nonjusticiable 
adalah sesuatu yang menyesatkan. Selengkapnya beliau mengatakan 
sebagai berikut: 
“Jadi, meskipun ICESCR menetapkan pencapaian secara bertahap 
dan mengakui realitas keterbatasan sumber daya yang tersedia 
disatu sisi, pada sisi lain ia juga menetapkan berbagai kewajiban 
yang memiliki efek negara (Immediate effect). Itu artinya hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya tidak lagi dapat dilecehkan sebagai 
“bukan merupakan hak yang sebenarnya” alias sekedar “statemen 
politik”. Sama seperti hak-hak sipil dan politik, ia juga merupakan hak 
yang sebenarnya yang juga dapat dituntut pemenuhannya melalui 
pengadilan (justiciable). Terutama untuk hak-hak yang diatur pada 
Pasal 3, 7(a) dan (i), 8, 10(3), 13(2), (3), dan (4), dan Pasal 15 (3). 
Hak-hak dalam pasal-pasal ini bersifat justiciable, yang dapat dituntut 
dimuka pengadilan nasional masing-masing negara.” 50 
 
Dengan demikian justiciable hak-hak EKOSOB, pada hakikatnya 
membuka ruang aktualisasi negara dalam peran dan kedudukannya yang vital 
bagi proses pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Justiciable 
hak EKOSOB memungkinkan semua pihak berperan serta dalam upaya 
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mengontrol kebijakan negara dalam pelaksanaan kinerjanya bagi 
kesejahteraan rakyat.51  
 
2. Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Dasar di Kota 
Makassar berdasarkan International Covenant on Economic Social 
and Cultural Rights   
Pengesahan terhadap ICESCR telah membawa angin segar bagi setiap 
anak dalam menikmati hak atas pendidikan dasar sebagai bagian dari hak 
EKOSOB, khususnya negara-negara yang telah meratifikasi kovenan 
tersebut. Penjabaran terhadap hak atas pendidikan dasar yang dilindungi dan 
dijamin pemenuhannya merupakan salah satu ketentuan pokok yang diatur 
dalam ICESCR.  
Pelaksanaan terhadap pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma 
yang tertuang dalam Pasal 13 ICESCR, sebagaimana yang telah dibahas 
pada bagian sebelumnya, dimana setiap negara peserta diwajibkan menyusun 
dan menetapkan rencana kegiatan rinci dalam implementasi kewajiban negara 
terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar bagi anak. Rencana-rencana 
aksi tersebut menjadi acuan negara peserta dalam pelaksanaan dan 
pencapaian hak anak atas pendidikan dasar. Melalui rencana-rencana aksi, 
negara peserta dapat mengimplementasikan hak anak atas pendidikan dasar 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 dan 14 ICESCR.  
Kewajiban-kewajiban negara terhadap hak atas pendidikan dasar yang 
dijamin dalam ICESCR, menuntut negara peserta terhadap implementasi hak 
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tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari formulasi dalam Pasal 2 ayat (1) 
ICESCR yang menyatakan: 
“Setiap negara peserta kovenan ini berupaya untuk mengambil langkah-
langkah, secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama 
internasional, khususnya dalam bidang ekonomi dan teknis, sejauh 
dimungkinkan oleh sumber daya yang tersedia, yang mengarah pada 
pencapaian secara bertahap demi realisasi sepenuhnya dari hak-hak yang 
diakui dalam kovenan ini dengan semua cara yang tepat, termasuk pada 
khususnya dengan mengadopsi langkah-langkah legislatif.” 
 
Pasal 2 ayat (1)  ICESCR harus dilihat dalam hubungan yang dinamis dengan 
semua ketentuan pasal lainnya. Pasal 2 kovenan ini menjelaskan sifat dari 
kewajiban yang umum yang ditempuh oleh negara peserta kovenan terhadap 
implementasi hak anak atas pendidikan dasar bagi anak.52 Hakikat kewajiban 
hukum yang timbul dari pasal ini mengindikasikan bahwa hak atas pendidikan 
dasar yang diatur dalam ICESCR  merupakan hak-hak positif (positive rights), 
dimana mengharuskan negara untuk aktif mengambil tindakan.53  
Mengetahui arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam Pasal 2 
ICESCR sangat penting untuk memahami bagaimana implementasi kewajiban 
negara seharusnya dijalankan. Istilah-istilah seperti berupaya “mengambil 
langkah-langkah (undertakes to takes steps), sejauh dimungkinkan oleh 
sumber daya yang tersedia (to the maximum available resource), pencapaian 
secara bertahap demi realisasi sepenuhnya (achieving progressively the full 
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realization) dan dengan semua cara yang tepat, termasuk pada khususnya 
dengan mengadopsi langkah-langkah legislatif (by all appropriate means 
including particularly adoption of legislative measures)”.  
Penggunaan istilah “Setiap negara peserta... berupaya mengambil 
langkah-langkah” sebagaimana tersurat dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR, 
memang biasanya ditafsirkan dengan kandungan arti implementasi kovenan 
secara bertahap. Namun demikian, Komite Hak EKOSOB melalui Komentar 
No. 3 telah menjelaskan bahwa, “...walaupun relisasi sepenuhnya atas  hak-
hak relevan yang bisa dicapai secara bertahap, namun langkah-langkah 
kearah itu harus diambil dalam waktu yang tidak lama setelah kovenan 
berlaku bagi negara peserta yang bersangkutan.”54 Langkah-langkah tersebut 
haruslah dilakukan secara terencana, konkrit dan diarahkan kepada sasaran-
sasaran yang dirumuskan sejelas mungkin dalam rangka memenuhi 
kewajiban-kewajiban kovenan.  
Komite Hak EKOSOB mengakui bahwa negaralah yang harus 
memutuskan langkah-langkah yang tepat dan hal tersebut bergantung pada 
hak yang hendak diimplementasikan. Berkaitan dengan istilah "mengadopsi 
langkah-langkah legislatif‟‟(adoption of legislative measures), komite memberi 
peringatan bahwa keberadaan hukum jelas penting, tetapi hal tersebut 
belumlah cukup membuktikan negara peserta telah menjalankan 
kewajibannya sesuai kovenan.55  
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Kenyataan yang terjadi Indonesia dalam kaitannya dengan 
implementasi terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 dan 14 ICESCR, telah 
dilaksanakan oleh Indonesia melalui program pendidikan dasar 9 tahun. 
Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 
dinyatakan dengan jelas bahwa “Tiap-tiap orang wajib mengikuti pendidikan 
dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. 
Pendidikan dasar 9 tahun merupakan bentuk implementasi yang 
dilaksanakan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan 
dasar di Indonesia. Program pendidikan dasar 9 tahun diharapkan mampu 
menjadi dasar setiap anak dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan 
untuk melanjutkan pendidikan ketingkat menengah maupun tingkat tinggi. 
Pendidikan dasar 9 tahun kemudian dipertegas dalam UU No 20 Tahun 2003  
Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam 
Pasal 34, yaitu: 
(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program  
Wajib belajar  
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib 
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut 
biaya. 
(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang 
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat 
(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah. 
 
Melalui undang-undang atau peraturan hukum yang berkaitan langsung 
dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Indonesia, 
mencerminkan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung 
implementasi terhadap hak EKOSOB atas pendidikan dasar, sebagaimana 
yang menjadi amanat dari ICESCR.   
Pendidikan dasar 9 tahun yang wajib dan cuma-cuma yang 
dilaksanakan di Kota Makassar untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan 
hak anak atas pendidikan dasar, pada hakikatnya program ini merupakan 
hasil dari janji-janji politik yang telah disampaikan oleh para kandidat Gubernur 
Sulawesi Selatan dan Kandidat Walikota Makassar.56 Program tersebut lebih 
dikenal dengan sebutan pendidikan gratis. Pelaksanaan pendidikan gratis di 
Kota Makassar, telah diatur dalam Perda No 4 Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Produk hukum tersebut bertujuan 
sebagai pengaturan yang selaras dengan pemenuhan standar Internasional, 
yakni untuk peningkatan ketersediaan dan keterbukaan sarana dan prasarana 
serta kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat di Kota 
Makassar.57 
Pendidikan dasar 9 tahun yang wajib dan cuma-cuma yang 
dilaksanakan di Kota Makassar, melibatkan semua sekolah negeri dan 
beberapa sekolah swasta dalam menyukseskan program ini. Dalam 
merealisasikan program pendidikan yang wajib dan cuma-cuma, setiap anak 
diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar, selain itu semua biaya yang 
menyangkut pendidikan dasar yang cuma-cuma, mulai dari SPP, biaya 
semester, biaya buku dan biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah. Hal 
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demikian menjadi salah satu bentuk implementasi terhadap pendidikan dasar 
yang wajib dan cuma-cuma bagi setiap anak. 
Penerimaan siswa baru sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan 
dasar 9 tahun yang melibatkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), seringkali menjadi praktek-praktek diskrimasi oleh oknum-
oknum pihak sekolah terhadap calon siswa baru. Masih adanya pungutan 
dalam penerimaan siswa baru, contohnya biaya formulir siswa baru yang bagi 
sebagian siswa yang kurang mampu, sulit untuk dijangkau secara ekonomi. 
Hal ini tentu saja menjadi salah satu bentuk diskriminasi bagi siswa miskin 
dalam menjangkau pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya.  
Kenyataan menunjukkan terhadap kuesioner yang telah disebarkan 
kepada 300 responden yang dipilih sebagai sampel, untuk menjawab 
pertanyaan ada tidaknya kesulitan yang dirasakan oleh para siswa dalam 
proses penerimaan siswa baru. Sebanyak 299 jumlah responden menjawab 
bahwa tidak terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penerimaan calon siswa 
baru sebagai salah satu bentuk implementasi pemenuhan hak anak atas 
pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Dengan demikian, dapat 
diketahui bahwa dalam penerimaan siswa baru di Kota Makassar, setiap anak 
diberikan kesempatan yang sama untuk dapat memilih dan masuk ke sekolah-
sekolah pilihan mereka dengan prosedur-prosedur penerimaan yang telah 
disebutkan diatas. 
Melalui hasil kuesioner juga diketahui prosedur yang dilaksanakan oleh 
sekolah negeri maupun swasta dalam penerimaan siswa baru pada tingkat SD 
maupun SMP, dimana dapat diketahui pada tingkat Sekolah Dasar (SD) cara 
penerimaan siswa baru lebih banyak melalui seleksi umur dan memiki ijasah 
TK. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), beberapa sekolah yang 
menjadi lokasi penelitian dalam hal ini sekolah swasta, cara penerimaan siswa 
baru tidak melalui tahapan tes masuk. Sebaliknya sekolah negeri melalui tes 
masuk, sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diterima sebagai siswa 
baru di sekolah tersebut.  
Kenyataan yang juga terjadi dalam implementasi pemenuhan hak atas  
pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma di Kota Makassar, bahwa tidak 
semua sekolah menyelenggarakan program pendidikan dasar 9 tahun yang 
bebas biaya (free of charge) bagi para siswa. Maraknya sekolah swasta di 
Kota Makassar dengan biaya pendidikan yang mahal tetapi menjanjikan mutu 
menjadi salah satu masalah dalam implementasi pemenuhan hak atas 
pendidikan dasar dalam kaitannya dengan Pasal 13 ICESCR. Biaya mahal 
yang dibebankan terhadap para siswa merupakan masalah terhadap akses ke 
sekolah-sekolah swasta, terutama bagi siswa yang kurang mampu. Hal 
tersebut jelas bertentangan dengan semangat pendidikan yang dituangkan 
dalam ICESCR, dimana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk 
dapat mengenyam pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya. 
Kebijakan pemerintah daerah secara khusus di Kota Makassar dalam 
penyelenggaraan pendidikan gratis, yang saat ini baru menyentuh jenjang 
pendidikan dasar baik negeri maupun swasta, dilaksanakan melalui 
pemberian dana BOS yang berasal dari APBN dan dana pendidikan gratis 
bagi setiap sekolah di Kota Makassar. Pemberian dana BOS diberikan kepada 
semua sekolah negeri maupun swasta, sebaliknya dana pendidikan gratis 
diberikan kepada sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta yang telah 
melaksanakan kebijakan pendidikan gratis. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 76 
Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 Bagian 
huruf D tentang Sasaran Program dan Besar Bantuan, pemberian dana BOS 
bagi sekolah-sekolah untuk seluruh provinsi di Indonesia, dihitung 
berdasarkan jumlah siswa di sekolah tersebut. Dana BOS (Biaya Operasional 
Sekolah) yang diterima oleh setiap sekolah, baik sekolah negeri maupun 
swasta yang terdapat di Kota Makassar,  untuk SMP (Sekolah Menengah 
Pertama) adalah sebesar Rp. 710.000/tahun untuk setiap siswa, sehingga jika 
dirata-ratakan dalam satu bulan, setiap siswa memperoleh Rp. 59.166. 
Sementara itu untuk tingkat SD (Sekolah Dasar) negeri maupun swasta, dana 
BOS yang diterima setiap sekolah Rp. 580.000/tahun untuk setiap siswa, 
sehingga jika dirata-ratakan dalam satu bulan, setiap siswa memperoleh Rp. 
48. 333.   
Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan 
pendidikan yang cuma-cuma, melalui dana BOS dan dana pendidikan gratis 
merupakan rencana aksi yang dilaksanakan pemerintah untuk mendukung 
implementasi terhadap pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Namun 
dalam kenyataan yang terjadi di Kota Makassar, bahwa sekolah-sekolah 
negeri maupun swasta yang telah menyelenggarakan dan menerima dana 
pendidikan gratis, belum sepenuhnya menjalankan program tersebut 
sebagaimana mestinya, seperti yang diamanatkan oleh ICESCR maupun 
undang-undang yang mengatur tentang pendidikan nasional di Indonesia.    
Melalui hasil kuesioner yang telah disebarkan penulis untuk mengetahui 
tanggapan responden terhadap kuesioner tentang ada tidaknya pungutan 
yang dilaksanakan pihak sekolah terhadap siswa, menunjukkan bahwa masih 
terdapat pungutan yang dilaksanakan dalam program pendidikan gratis. Hal 
ini ditunjukkan melalui tanggapan responden, sebanyak 135 orang menjawab 
bahwa masih ada pungutan yang dilaksanakan pihak sekolah. 
Beberapa sekolah negeri maupun sekolah swasta yang menjadi lokasi 
penelitian, dimana sekolah-sekolah tersebut telah menerima dana BOS dan 
dana pendidikan gratis dari pemerintah, diketahui melalui hasil kuesioner 
ternyata masih melaksanakan pungutan terhadap siswa. Pungutan-pungutan 
tersebut terdiri atas uang pangkal, uang SPP, uang komite, uang semester, 
dan uang buku. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan jawaban responden 
yang bersekolah di sekolah negeri terhadap kuisioner yang menyatakan 
bahwa masih ada pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah.  
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 2 responden menjawab 
masih terdapat pembayaran uang komite, 68 responden menjawab uang 
semester, dan 100 responden menjawab uang buku. Selain itu, 21 responden 
masih membayar uang pangkal, dan sebanyak 21 responden menyatakan 
masih adanya uang SPP yang mereka bayar setiap bulan.  
Kenyataan-kenyataan diatas, menunjukkan bahwa pendidikan bebas 
biaya yang dicanangkan pemerintah, sebagai konsekuensi dari ratifikasi 
ICESCR belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik oleh pihak 
sekolah, baik sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, masih 
maraknya pungutan yang dilakukan pihak sekolah di Kota Makassar terutama 
sekolah-sekolah yang telah menerima dana pendidikan gratis dari pemerintah, 
juga bertentangan dengan Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Gratis di Sulawesi Selatan. Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan : 
“Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi 
biaya kegiatan proses belajar mengajar yang mencakup, biaya 
operasional, pemeliharaan, ekstrakurikuler, insentif pendidik dan tenaga 
kependidikan.” 
 
Berdasarkan bunyi pasal diatas, seharusnya dalam penyelenggaraan 
pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma, tidak ada lagi pungutan yang 
dibebankan terhadap siswa dan orang tua siswa sekecil apapun itu, terutama 
bagi sekolah swasta yang telah menerima dana pendidikan gratis. Masih 
adanya sekolah swasta yang tidak menyelenggarakan pendidikan dasar yang 
cuma-cuma didasarkan pada Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perda No 4 Tahun 
2009 : 
(2) Sekolah swasta dan pesantren dapat menerima atau menolak  
menyelenggarakan pendidikan gratis. 
(3)Sekolah swasta dan pesantren yang menolak  menyelenggarakan  
            pendidikan gratis wajib menjamin mutu proses belajar mengajar. 
 
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Maret 2013 
dengan Bapak Adolfus Bon, S.Pd selaku kepala SD Teratai II dan merupakan 
sekolah swasta yang belum melaksanakan pendidikan dasar yang bebas 
biaya, dapat diketahui bahwa belum dilaksanakannya pendidikan gratis 
dikarenakan sekolah tersebut merasa bahwa sebagai salah satu sekolah 
swasta di Kota Makassar, baik dana pendidikan gratis maupun dana BOS 
yang telah disalurkan oleh pemerintah dirasa tidak cukup untuk membiayai 
kebutuhan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut.  
Menurut Bapak Adolfus, kebutuhan sarana dan prasarana serta gaji 
pegawai dan guru honorer yang sangat besar, menjadi salah satu kendala 
bagi beberapa sekolah swasta, untuk melaksanakan program pendidikan 
gratis. Dana BOS yang disalurkan pemerintah, belum cukup untuk membiayai 
kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan pendidikan dibeberapa sekolah 
swasta di Kota Makassar. Selain dana BOS, dana pendidikan gratis yang 
dianggap tidak cukup untuk membiayai kebutuhan penyeleggaraan pendidikan 
yang berkualitas bagi sekolah swasta, menjadi pertimbangan untuk 
melaksanakan pendidikan gratis di sekolah swasta.  
Sejalan dengan pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang 
telah diatur dalam UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak 
kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu.58 Oleh 
karena itu, selain pendidikan dasar yang yang wajib dan cuma-cuma, 
ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pendidikan menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun di 
Kota Makassar. 
 Kualitas pendidikan pada lembaga pendidikan yaitu sekolah, juga 
ditunjukkan oleh indikator ketersediaan (available) sebagaimana yang 
tertuang dalam General Comments No 13 Tahun 1999 yaitu ketersediaan 
sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pendidikan. Hal tersebut 
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menjadi salah satu hal mutlak yang harus dipenuhi dalam jenjang pendidikan 
dasar yang menjadi program pembangunan di Kota Makassar.  
Sarana dan prasarana adalah alat atau metode dan teknik yang 
dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan 
interaktif edukatif antara pendidik dengan peserta didik dalam proses 
pendidikan dan pengajaran di sekolah.59 Sarana sekolah meliputi semua 
peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses 
pendidikan di sekolah, contohnya gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium 
sekolah, perpustakaan dan komputer. Sedangkan prasarana merupakan 
semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses 
belajar mengajar atau pendidikan di sekolah, sebagai contoh halaman 
sekolah, lapangan, tata tertib sekolah dan semua yang berkenaan dengan 
sekolah.60 
Ketersediaan dan kelengkapan terhadap sarana dan prasarana sebagai 
pendukung pendidikan dasar yang bermutu pada sekolah-sekolah yang 
menjadi lokasi penelitian, dapat diketahui melalui tanggapan responden yang 
dikemukakan melalui kuisioner yang dilaksanakan oleh penulis. Sebanyak 191 
responden menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sangat 
lengkap, sebaliknya 60 orang menjawab sedang dipersiapkan dan sebanyak 
49 orang menjawab tidak tersedianya sarana dan prasarana di sekolah 
mereka.  
Dalam penelitian, penulis juga mendapat beberapa keluhan dari siswa-
siswa yang menjadi responden kuesioner pada beberapa lokasi penelitian, 
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yaitu SMP Dharma Yadi, SDN Matoangin I, SD Inpres Tamamaung II, dan 
SDN sipala I. Keluhan-keluhan tersebut  diantaranya fasilitas komputer yang 
kurang mencukupi, buku-buku perpustakaan yang sudah lama dan harus 
diperbaharui, dan sarana olahraga dan seni yang tidak lengkap. 
Kenyataan ini tentu menjadi pertanyaan apakah dana pendidikan gratis 
ataupun dana BOS yang disalurkan pemerintah pusat dan daerah terhadap 
sekolah-sekolah di Kota Makassar, telah digunakan sebagaimana mestinya 
oleh pihak sekolah atau memang tidak cukup untuk membiayai kebutuhan-
kebutuhan sekolah negeri maupun swasta di Kota Makassar. Dalam 
implementasinya, sarana-sarana yang digunakan dalam menunjang proses 
belajar mengajar di sekolah hendaknya mencukupi dengan membandingkan 
jumlah siswa yang akan menggunakan. Hal ini dimaksudkan agar pada saat 
proses belajar mengajar berlangsung, semua siswa tetap aktif secara 
bersama-sama, sehingga akan tercapai sasaran yang diharapkan.  
Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah sebagai salah satu 
indikator terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan, menjadi kebutuhan 
yang dapat mendorong peningkatan dan mempermudah dalam proses 
peningkatan mutu pendidikan, sebaliknya ketidaktersediaan sarana dan 
prasarana dibeberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian berdasarkan 
tanggapan responden, tentu saja menjadi kendala dalam proses belajar 
mengajar di sekolah antara siswa dan guru.  
Hasil kuisioner yang telah disebarkan penulis menunjukkan bahwa, 
sebanyak 232 responden menyatakan sangat mudah untuk menerima 
pelajaran. Namun, 30 responden menyatakan sulit untuk mengerti dan 
sebanyak 38 responden menyatakan biasa-biasa saja. Kemampuan siswa 
dalam menerima pengajaran-pengajaran yang dilaksanakan di sekolah 
melalui bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-
metode pengajaran berkaitan dengan indikator keberterimaan yang terdapat 
dalam General Comments No 13 Tahun 1999. Dalam memenuhi indikator 
keberterimaan, sasaran-sasaran pendidikan terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) 
ICESCR dan standar-standar pendidikan yang disepakati oleh negara. 
Kenyataan-kenyataan yang diuraikan dalam implementasi pemenuhan 
hak atas pendidikan dasar, dimana tidak hanya pungutan-pungutan yang 
masih marak terjadi dibeberapa sekolah yang telah mencanangkan program 
pendidikan gratis, tetapi juga dari segi kualitas pendidikan yang tidak bisa 
dilepaskan dari pelaksanaan pendidikan dasar bagi anak, dimana indikator 
terhadap terpenuhinya hak atas pendidikan yaitu ketersediaaan sarana dan 
prasarana serta metode pembelajaran antara guru dan siswa yang belum 
dilaksanakan secara maksimal menggambarkan bahwa implementasi 
terhadap pendidikan dasar di Kota Makassar yang telah diuraikan diatas, 
dinilai masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam implementasinya.  
Pencapaian dalam implementasi pendidikan dasar di Kota Makassar 
dapat diketahui berdasarkan tanggapan sebanyak 191 responden yang 
menyatakan bahwa pendidikan dasar yang dilaksanakan telah berjalan baik 
tanpa adanya pembayaran. Meskipun demikian, dalam implementasinya 
masih begitu banyak kekurangan dan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini 
dapat diketahui melalui persepsi responden sebanyak 74 responden  yang 
menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan dasar yang bebas biaya di Kota 
Makassar belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena masih terdapat 
pembayaran yang dibebankan terhadap siswa, sebanyak 26 responden 
menjawab kurang efektif karena disertai pungutan, serta sebanyak 9 
responden menjawab masih banyak pungutan dalam pelaksanaan pendidikan 
dasar di Kota Makassar.  
Menyadari pencapaian terhadap implementasi pemenuhan hak anak 
atas pendidikan dasar di Kota Makassar yang belum maksimal dan belum 
sesuai dengan sasaran yang diamanatkan dalam Pasal 13 ICESCR, 
dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 
meskipun telah diberlakukan desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU No 
32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Selain itu, peran serta pemerintah 
dan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pengawasan program 
pendidikan dasar bebas biaya yang telah dicanangkan pemerintah dalam 
memenuhi hak anak atas pendidikan, terutama pengawasan terhadap 
penggunaaan dana pendidikan gratis dan dana operasional sekolah sehingga 
tidak terjadi penyalahgunaan ataupun penyelewengan. Dengan demikian, hak 
anak atas pendidikan sesuai dengan semangat pemenuhan hak atas 
pendidikan berdasarkan ICESCR dapat terlaksana dan terwujud sebagaimana 
mestinya. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 
maka dapatlah disimpulkan, sebagai berikut : 
1. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, memiliki kewajiban untuk 
melaksanakan pendidikan dasar. Berdasarkan International Covenant on 
Economic Social and Cultural Rights, negara peserta wajib untuk 
mengupayakan secara penuh pemenuhan hak anak atas pendidikan 
yang wajib dan cuma-cuma. Kewajiban negara terhadap pemenuhan hak 
anak atas pendidikan terdiri dari kewajiban melaksanakan kemauan 
kovenan (obligation of conduct) dan kewajiban pencapaian hasil 
(obligation of result). Dalam pelaksanaan kewajibannya negara juga 
berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada Komite Hak 
EKOSOB.  
2. Implementasi pendidikan dasar yang telah dilaksanakan di Kota 
Makassar hingga saat ini, baru menyentuh jenjang pendidikan dasar 
yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri 
dan beberapa sekolah swasta. Pelaksanaan pendidikan bebas biaya 
yang saat ini masih berjalan di Kota Makassar dinilai belum sepenuhnya 
berhasil. Dimana, pungutan-pungutan masih marak terjadi dibeberapa 
sekolah negeri. Terlebih dibeberapa sekolah swasta dikarenakan biaya 
operasional sekolah dianggap belum cukup memenuhi kegiatan dalam 
proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang tidak 
lengkap yang berdampak pada kualitas pendidikan dasar, menjadi 
alasan belum berhasilnya pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma 
sebagai implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar. 
 
B. Saran 
1. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar 
hendaknya melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan 
pendidikan dasar  yang wajib dan cuma-cuma yang dilaksanakan di 
sekolah-sekolah guna mengetahui tingkat keberhasilan dan 
kegagalannya, untuk selanjutnya dijadikan bahan masukan dan 
pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan 
peningkatan pelaksanaan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma  
dimasa mendatang. 
2. Dinas Pendidikan Kota Makassar dan pihak sekolah hendaknya bekerja 
sama dalam upaya melengkapi sarana dan prasarana yang merupakan 
penunjang dalam meningkatkan mutu terhadap pelaksanaan pendidikan 
dasar, melalui dana pendidikan gratis yang telah disalurkan oleh 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Makassar.  selain 
itu, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan bentuk dan substansi 
pendidikan, termasuk kurikulum pendidikan yang seharusnya 
disesuaikan dengan kondisi setiap sekolah, sehingga metode 
pembelajaran yang digunakan oleh para guru di sekolah lebih mudah 
diterima oleh para siswa. 
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